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kesadaran tentang hak-hak kita, terimakasih untuk seluruh proses belajarnya, 

yang membawa penulis sadar akan perjalanan hidup ini yang lebih mendalam. 

17.  Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Harapanpenulissemogapenulisanhukuminidapatmemberikanmanfaatbagisiapa

pun. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi 

Pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan penafsiran bersyarat 

Peninjauan Kembali hanya diberikan pada Terpidana dan Ahli Waris. Jaksa 

Agung menyatakan pihak Kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali. Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Terdapat 

yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan 

Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dalam hukum positif yurisprudensi 

merupakan sumber hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

hanya menafsirkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Terdapat ketidakjelasan dalam 

Kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali didalam 

Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Penelitian hukum ini dilakukan dengan analisis 

yuridis normatif. Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih dapat 

dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 perkara 

Mucthar Pakpahan tertanggal 25 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3 PK/Pid/2001 perkara Pidana Ram Gulumal al. V. Ram tertanggal 22 Mei 

2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 perkara Pidana 

Soetiyawati tertanggal 19 Juni 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 

PK/Pid/2007 perkara Pollycarpus tertanggal 25 Januari 2008, dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 perkara Pidana Joko S. Tjandra 

tertanggal 11 Juni 2009, yang prinsipnya yurisprudensi tersebut menerima secara 

formil Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum. 

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Jaksa, Yurisprudensi, Implikasi 

 

 

 

 


